
 

 



 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang  

 

Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA Sampah Regional i 

 

KATA PENGANTAR 

Sehubungan dengan kegiatan Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA 

Sampah Regional Payakumbuh, maka kami dari pihak konsultan menyampaikan Laporan 

Pendahuluan ini kepada pihak pemberi kerja yaitu, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. 

Laporan Pendahuluan ini merupakan tahapan awal dari keseluruhan pekerjaan yang akan 

dilakukan. Laporan ini menitikberatkan pada pemahaman konsultan pada pekerjaan, 

metodologi dan rencana kerja selanjutnya. Selain itu, Laporan Pendahuluan ini juga 

berisikan dasar- dasar perencanaan TPA Sampah di suatu kota/kabupaten. 

Demikian Laporan Pendahuluan kami buat, untuk dijadikan sebagai bahan diskusi dengan 

pihak pemberi kerja dan instansi-instansi lainnya yang terkait dan sebagai bentuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Proses pembangunan TPA Payakumbuh dimulai dari pembuatan DED TPA Payakumbuh 

tahun 2008, sedangkan pembangunannya dimulai tahun 2009 s/d tahun 2011. TPA 

Sampah Regional Payakumbuh merupakan TPA yang berada pada Kelurahan Kapalo 

Koto, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. TPA Sampah Regional 

Payakumbuh memiliki luas lahan ±14,7 ha dan melayani 4 Kab/ Kota yaitu Kota 

Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab. 50 Kota dan Kab. Agam. Pengelolaan dan Operasional 

di TPA Sampah Regional Payakumbuh berada dibawah UPTD Persampahan pada Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Sampah yang masuk setiap harinya ± 233 

ton/ hari dengan sistem pengolahan menggunakan metode Sanitary Landfill. TPA 

Payakumbuh mulai dioperasionalkan tahun 2012 oleh Kota Payakumbuh hanya 

menangani sampah Kota Payakumbuh saja, kemudian tahun 2013 diserahkan ke Provinsi 

Sumatera Barat setelah MoU ditandatangani untuk menagani sampah dari Kota 

Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam bagian Timur dan Kabupaten Lima 

Puluh Kota. Berikut beberapa informasi dari TPA Sampah Regional Payakumbuh: 

1. Berdasarkan Review Design DED TPA Sampah Regional Payakumbuh yang dibuat 

oleh Satker PLP tahun 2014 bahwasanya umur rencana TPA Sampah Regional selama 

6 tahun terhitung tahun 2015 s/d tahun 2020.  

2. Dari sisa umur TPA Sampah Regional sampai tahun 2020 dibuatkanlah DED TPA 

Sampah Regional tahun 2019 oleh dinas BMCKTR.  

3. Untuk pembangunan TPA Sampah Regional diusulkan melalui Dana APBN, 

dikarenakan keterbatasan anggaran pada Pemerintah Pusat, maka pendanaan untuk 

kegiatan TPA Sampah Regional Payakumbuh masuk ke dalam daftar tunggu. 

4. Dikarenakan anggaran kegiatan pembangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh 

yang masuk daftar tunggu belum jelas waktu pembangunannya, maka Provinsi 

Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota sepakat melakukan sharing pembiayaan, 50% 

Provinsi dan 50% Kabupaten/ Kota yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan 

karna Provinsi dan Kota Bukittinggi tidak menganggarkan pembiayaan sehingga 

tidak bisa dilakukan Pembangunan TPA Sampah Regional. 
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 Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2023, terjadi longsor di TPA Sampah Regional 

Payakumbuh yang mengakibatkan terhentinya operasional TPA Sampah Regional 

Payakumbuh sampai waktu yang tidak ditentukan, sehingga saat ini Kab/Kota yang 

menerima layanan kesulitan melakukan penanganan sampah di TPA. sesuai dengan 

kondisi saat ini penanganan yang harus dilakukan untuk penanganan sementara adalah 

sebagai berikut :  

a. Penanganan utama bencana longsor. 

b. Penanganan darurat sampah kabupaten kota yang membuang sampahnya ke TPA 

Sampah Regional Payakumbuh. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 

2013 terkait studi kelayakan, TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah mengantongi 

kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan serta kajian lingkungan, kajian sosial, 

hukum dan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen kajian 

yang telah disusun, antara lain: 

1. Kelayakan Teknis 

Kelayakan teknis ini didasarkan atas kajian:  

• timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah; 

• teknologi dan sumber daya setempat; 

• keterjangkauan operasional dan pemeliharaan serta 

• kondisi fisik setempat. 

Kelayakan teknis ini dibuktikan dengan adanya kegiatan: 

▪ Review Design DED TPA Sampah Regional Payakumbuh yang dibuat oleh Satker 

PLP Tahun 2014; 

▪ Pembuatan DED TPA Sampah Regional tahun 2019 oleh Dinas BMCKTR. 

2. Kelayakan Ekonomi dan Keuangan 

Dalam operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh, tarif yang dibebankan kepada 

masing-masing kabupaten/ kota yang menggunakan TPA Sampah Regional sebagai 

tempat pembuangan sampah mereka dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-/ ton 

sampah, sedangkan untuk timbulan sampah yang datang sekitar 233 ton/ hari. 

Besarnya biaya pendapatan yang didapat dari tarif tersebut diasumsikan bisa 

digunakan dalam melakukan perawatan ataupun rehabilitasi sarana dan prasarana 
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TPA Sampah Regional Payakumbuh sendiri. 

3. Kelayakan Lingkungan 

TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah mempunyai pedoman dalam melakukan 

upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hal ini dibuktikan dengan adanya 

bebrapa dokumen lingkungan yang pernah disusun sebagai acuan dalam pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan terhadap operasional TPA Sampah Regional 

Payakumbuh, antara lain: 

• Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Tahun 2011; 

• Evaluasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di TPA Sampah Regional 

Payakumbuh pada Tahun 2016; 

• Laporan RPL/RKL TPA Sampah Regional Payakumbuh pada Tahun 2018 s/d 

2021; 

• Penyusunan Addendum ANDAL, RKL/ RPL Rencana Pembangunan Sampah 

Regional Payakumbuh pada Tahun 2020. 

4. Kelayakan Sosial Masyarakat 

Dalam kenyataannya, keberadaan TPA Sampah Regional Payakumbuh tidak 

mendapat penolakan dari masyarakat sekitar lokasi, hal ini dibuktikan dengan 

adanya kuisioner/ wawancara langsung dengan masyarakat yang termuat dalam 

Laporan Akhir Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial pada proyek Penataan dan 

Pengembangan TPA/ TPST Regional Payakumbuh. 

 

1.2. Maksud Dan Tujuan 

Adapun maksud, dari perencanaan penanganan mata air dan air llindi di TPA Sampah 

Regional Payakumbuh adalah: 

1.2.1. Maksud 

Maksud dari kegiatan ini yaitu melaksanakan jasa konsultansi perencanaan penanganan 

mata air, penangan air lindi akibat longsoran TPA dan pemanfaatan kembali lahan bekas 

longsoran untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan TPA Sampah Regional Payakumbuh 

yang baru sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana 
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Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

1.2.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain: 

1. Meminimalkan dampak negative yang akan ditimbulkan oleh dampak longsor TPA 

yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air permukaan; 

2. Memanfaatkan lahan bekas longsoran untuk dimanfaatkan Kembali sebagai lahan 

TPA yang baru dengan beberapa alternatif teknologi dalam penanganan sampah; 

3. Menghasilkan suatu pedoman teknis SOP (Standard Operational Procedure) 

penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan oleh longsornya TPA Sampah 

Regional Payakumbuh dan SOP TPA yang memanfaatkan lahan bekas longsoran 

dengan memanfaatkan teknologi alternatif yang berwawasan lingkungan dan 

memenuhi standar pengolahan di TPA yaitu Sanitary Landfill. Pedoman ini kemudian 

menjadi acuan bagi pengelola untuk melaksanakan/mengoperasikan TPA. 

4. Mengetahui berapa besarnya biaya operasional yang dibutuhkan sesuai SOP 

(Standard Operational Procedure) penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan 

oleh longsornya  TPA Sampah Regional Payakumbuh  serta biaya operasional yang 

dibutuhkan untuk TPA yang memanfaatkan lahan bekas longsoran  dengan 

memanfaatkan teknologi alternatif. 

 

1.3. Sasaran 

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini sebagai berikut: 

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Mata Air, penanganan air  lindi dan 

pemanfaatan kembali lahan bekas lonsoran untuk dimanfaatkan kembali.  

2. Tersedianya pedoman teknis (Standard Operational Procedure) penanganan sampah 

di TPA Sampah Regional Payakumbuh secara terperinci, baik aspek teknis 

operasional, aspek ekonomis (pembiayaan), aspek kelembagaan, pengaturan/ 

hukum, dan aspek peran serta masyarakat sehingga sistem tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan siap untuk 

diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan Pemda. 

3. Tersedianya uraian biaya yang dibutuhkan untuk operasional TPA sesuai SOP 

(Standard Operational Procedure) penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan 
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oleh longsornya   TPA Sampah Regional Payakumbuh  dan SOP TPA yang 

memanfaatkan lahan bekas longsoran  dengan memanfaatkan teknologi alternatif 

yang berwawasan lingkungan dan memenuhi standar pengolahan di TPA. 

4. Tersedianya acuan bagi para pengambil keputusan berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan prasarana dan sarana 

persampahan serta meningkatkan kemampuan instansi pengelola dalam 

melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 

 

1.4. Nama Pekerjaan Dan Organisasi Pengguna Jasa 

Nama Pekerjaan : Perencanaan Penanganan Mata Air dan Penanganan Air Lindi di 

TPA Sampah Regional. 

Pengguna Jasa 
: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Barat 

 

1.5. Sumber Pendanaan 

Biaya untuk Perencanaan Penanganan Mata Air dan Penanganan Air Lindi di TPA Sampah 

Regional Payakumbuh bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2024. 

 

1.6. Acuan Normatif 

Acuan Normatif dalam Penyusunan Dokumen DED Infrastruktur Air Baku Sirilanggai 

Kecamatan Siberut Utara ini berpedoman pada: 

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Persampahan 

3. Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Sampah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2012 

Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah; 
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6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 

Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/ 

Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan 

dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 

10. Standar Nasional Indonesia (SNI) 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Permukiman. 

 

1.7. Istilah dan Definisi 

Istilah dan definisi digunakan untuk melakukan studi pendahuluan dalam pekerjaan 

Penyusunan erencanaan Penanganan Mata Air dan Penanganan Air Lindi di TPA Sampah 

Regional Payakumbuh. Penggunaan istilah dan definisi yang umum digunakan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam 

rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan spesifik.  

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal 

dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

3. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, 

daur ulang materi dan/atau daur ulang energi. 

4. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar 

yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.  

5. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat 

dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.  
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6. Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, 

yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, 

membangun, mengoperasikan dan, serta memantau dan mengevaluasi penanganan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.  

7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 

8. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai 

dengan jenis. 

9. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah 

individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan 

jenis-jenis sampah.  

10. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan 

prinsip 3R.  

11. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat 

penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat 

pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk 

mengangkut sampah. 

12. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat 

sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 

pengolahan sampah terpadu.  

13. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau Jumlah 

sampah.  

14. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang 

selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.  

15. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan 

dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk 

kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat 

dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.  

16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah 

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 

pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.  
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17. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu 

hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  

18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk 

memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.  

19. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke 

dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, 

termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.  

20. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui 

proses pemadatan dan penutupan secara berkala.  

21. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan 

sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-

kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, 

sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.  

22. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah 

yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan 

pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.  

23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum 

 

1.8. Ruang Lingkup 

Lingkup kegiatan perencanaan pembangunan penanganan mata air, penanganan air lindi  

dan pemanfaatan kembali lahan bekas longsoran yaitu :  

1. Melakukan survey rinci kondisi eksisting lokasi yang menjadi obyek perencanaan.   

2. Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian Lokasi Penataan.  

3. Membuat gambar denah rinci Site Plan Penataan lengkap dengan dimensi dan catatan 

bahan komponen penyusun Perencanaan dengan merujuk pada hasil survey.   

4. Mengumpulkan data dan, atau dokumen rujukan harga bahan, upah dan sewa 

peralatan yang berlaku di Kota Payakumbuh.   

5. Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan 

dan aspirasi, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis.   

6. Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan & volume yang dibutuhkan 

untuk kegiatan dalam rangka optimasi kegiatan tersebut .  

7. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan 
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tersebut.   

8. Mengidentifikasi dan menentukan lingkup rinci kegiatan tersebut berdasarkan hasil 

optimalisasi    

9. Membuat gambar rencana rinci Perencanaan Penanganan Mata Air, penanganan air 

lindi dan pemanfaatan kembali lahan bekas lonsoran untuk dimanfaatkan kembali 

dengan mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan dan skala yang cukup jelas. 

10. Mengidentifikasi dengan cermat semua item pekerjaan yang diperlukan dan 

menghitung volume dari setiap item pekerjaan, guna menyusun Engineer Estimate 

(EE) atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS).  

11. Menyusun spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta jadwal rencana 

kegiatan pelaksanaan konstruksi, dalam rangka penyiapan dokumen tender.   

12. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana.  

13. Membuat perhitungan design (Memo design) terhadap konstruksi yang dibuat. 

14. Membuat rancangan konseptual system managemen keselamatan  konstruksi 

(SMKK). 

 

1.9. Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan kegiatan Penanganan Mata Air dan Penanganan Air Lindi di TPA 

Sampah Regional Payakumbuh dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, maksud, tujuan, acuan normatif, 

lingkup kegiatan serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Kondisi umum daerah Kota Payakumbuh menguraikan tentang karakteristik fisik dasar 

meliputi letak geografis, bentuk lahan, geologi, penggunaan lahan, kependudukan, sarana 

sosial dan kesehatan, sarana pendidikan. 

BAB III : KONDISI EKSISTING TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH 

Menguraikan kondksi eksisting pengelolaan sampah TPA Sampah Regional Payakumbuh 

sesuai yang ada. 

 

 



 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang  

 

Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA Sampah Regional 10 

 

BAB IV : PENDEKATAN DAN METODOLOGI 

Menjelaskan tentang metodologi pelaksanaan pekerjaan seperti: koordinasi, pekerjaan 

persiapan sampai pelaporan dan evaluasi pekerjaan. 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENUGASAN TENAGA AHLI 

Menjelaskan rencana kerja, struktur organisasi pekerjaan, susunan tenaga ahli yang 

diperlukan dalam pekerjaan ini, serta menjelaskan tugas dan tanggungjawab tenaga ahli. 

BAB VI : JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Berisikan rencana tentang jadwal pekerjaan dan jadwal penugasan personil tim. 

BAB VII : PELAPORAN 

Menjelaskan tentang pelaporan yang harus dipenuhi pada pekerjaan ini, yaitu laporan 

pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang dilengkapi dengan gambar 

perencanaan, RAB, BOQ serta Spesifikasi Teknis. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

2.1. Gambaran Umum Kota Payakumbuh 

Gambaran umum daerah perencanaan mencakup profil Kota Payakumbuh dan profil 

singkat TPA Sampah Regional Payakumbuh. Profil kota meliputi letak dan batas geografis, 

kondisi fisik wilayah, sarana dan prasarana serta sosial ekonomi dan budaya. 

 

2.2. Letak dan Batas Lokasi 

Kota Payakumbuh merupakan dataran dengan kategori sedang yang berada pada rentang 

ketinggian 450-750 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kota 

Payakumbuh berada di dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas daerah 80,43 km2. 

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 

56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 

luas 19.66 km2 atau 24.44 %, sementara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah yang 

paling kecil yaitu seluas 9.42 km2 atau 11,71%. Luas dan persentase masing-masing 

kecamatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan peta administrasi Kota 

Payakumbuh dapat dilihat pada Gambar 2.1 

Tabel 2.1. Luas Daerah Kecamatan di Kota Payakumbuh 
No. Kecamatan Ibu Kota/Kecamatan Luas 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

1 Payakumbuh Barat Tanjung Pauh 19.06 23.71 

2 Payakumbuh Timur Tiakar 22.73 28.26 

3 Payakumbuh Utara Tigo Koto Diateh 14.53 18.06 

4 Payakumbuh Selatan Sawah Padang Aua 

Kuniang 

22,73 18.25 

5 Lamposi Tigo Nagori Sei Durian 9.43 11.72 

Payakumbuh  80.43 100.00 

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2022 
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Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kota Payakumbuh
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Kota Payakumbuh secara geografis terletak pada 00o 10’ – 00o 17’ Lintang Selatan dan 

antara 100o 35’−100o 45’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota 

Payakumbuh memiliki batas-batas administrasi seluruhnya dengan Kabupaten Lima 

Puluh Kota sebagai berikut: 

▪ Utara : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau  

▪ Selatan  : Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari  

▪ Timur : Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau 

▪ Barat : Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh 

 

2.3. Letak dan Batas Lokasi 

2.3.1. Topografi 

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan berbukit. Kota 

Payakumbuh merupakan bagian dari bukit barisan dimana terdapat 18 bukit di dalamnya. 

Berada pada hamparan kaki Gunung Sago Kota Payakumbuh berada pada ketinggian 

±514 meter diatas permukaan laut. Ketinggian kantor ibu kota kecamatan di atas 

permukaan laut dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Ketinggian Kantor Ibukota di Kota Payakumbuh 
No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Tinggi (mdpl) 

1 Payakumbuh Barat Tanjung Pauh 517,50 

2 Payakumbuh Timur Tiakar 505,00 

3 Payakumbuh Utara Tigo Koto Diateh 507,50 

4 Payakumbuh Selatan Sawah Padang Aua 
Kuniang 

522,50 

5 Lamposi Tigo Nagari Sei Durian 505,00 

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2022 

 

2.3.2. Iklim 

Kota Payakumbuh memiliki suhu udara tahunan berkisar 21,4ºC – 22,9ºC. Kelembapan 

udara Kota payakumbuh berada pada rentang 82%-86%. Adapun untuk tekanan udara 

rata-rata Kota Payakumbuh adalah sebesar 918,80 mbar. Curah hujan tahunan Kota 

Payakumbuh paling tinggi mencapai 379,00 mm3 pada bulan Maret dengan hari hujan 15 

hari dan paling rendah terjadi pada bulan Juli yaitu curah hujan 53 mm3 dengan 7 hari 

hujan. Data curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Payakumbuh dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kota Payakumbuh  

Bulan 
Payakumbuh Selatan Payakumbuh Barat 

Curah Hujan Hari Hujan Curah Hujan Hari Hujan 

Januari 287 17 347 21 

Februari 121 11 230 12 

Maret 220 12 236 14 

April 262 14 269 17 

Mei 79 11 58 12 

Juni 121 14 115 11 

Juli 172 13 201 13 

Agustus 92 10 114 12 

September 222 13 234 14 

Oktober 53 10 79 11 

November 215 15 177 15 

Desember 76 9 80 12 

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2022 

 

2.3.3. Demografi 

Kepadatan penduduk di Kota Payakumbuh Tahun 2021 mencapai 1.755 jiwa/Km2. 

Kepadatan Penduduk di lima kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan sebesar 2.893 

jiwa/Km2 dan terendah di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 831 jiwa/Km2. Data 

jumlah dan kepadatan penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh 

 
No 

 

Kecamatan 

 

Penduduk 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

2020 - 2021 

 
Persentase 

Penduduk 

(%) 

Kepadatan 

Penduduk/ 

km2 

 
Rasio 

Jenis 

Kelamin 

1 Payakumbuh 
Barat 

55.133 1,10 39,05 2.893 100 

2 Payakumbuh 
Timur 

29.669 1,17 21,01 1.305 102 

3 Payakumbuh 
Utara 

32.443 0,62 22,98 2.233 102 

4 Payakumbuh 
Selatan 

12.205 1,79 8,65 831 102 

5 Lamposi Tigo 
Nagari 

11.734 2,17 8,31 1.244 102 

Total 141.184 1,15 100 1.755 101 

Sumber : BPS Kota Payakumbuh 2022 
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BAB III 

KONDISI EKSISTING TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH 

3.1. Kondisi Fisik 

Secara adminstratif lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional 

Payakumbuh berada pada 2 wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Kapalo Koto dan 

Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan 

luas areal 16.785 m2 atau 16,785 ha. Lokasi TPA sampah ini berbatasan dengan : 

▪ Batas sebelah utara : Semak belukar (Kelurahan Padang Karambia) 

▪ Batas sebelah timur : Semak belukar dan areal pertanian sawah  

(Kelurahan Padang Karambia) 

▪ Batas sebelah selatan  : Kebun campuran dan tegalan (Kelurahan Kapalo Koto) 

▪ Batas sebelah barat : Kebun campuran dan tegalan (Kelurahan Kapalo Koto) 

Kegiatan lain yang terdapat di sekitar lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh antara 

lain UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, SUTT (Saluran Udara Tekanan Tinggi), kebun 

campuran milik warga, permukiman masyarakat, kuburan cina Padang Karambia, dan 

lapak sampah dari sektor informal. Adapun lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh 

dapat dilhat pada Gambar 3.1
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Gambar 3.1. Lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh Berdasarkan Citra Satelit
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Wilayah cakupan TPA Sampah Regional Payakumbuh akan menerima sampah-sampah 

yang berasal dari 4 (empat) kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, 

Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. TPA Sampah 

Regional Payakumbuh berjarak ± 5 Km dari jalan utama Kota Payakumbuh. Jalan masuk 

menuju lokasi TPA merupakan jalan dengan konstruksi beton dengan kondisi sangat baik. 

Pada area TPA terdapat jalan masuk, gerbang TPA, jalan operasi, jembatan timbang 

dengan kapasitas 30 ton, pos/kantor jaga (ruang administrasi, jembatan timbang dan 

ruang kantor), bengkel dan garasi seluas 70 m3, pemilahan dan pengomposan seluas 91 

m2, penyediaan air bersih, drainase, sel sampah seluas 2,5 Ha, unit pengolahan air lindi, 

saluran air lindi, sumur monitoring/pantau serta pipa gas. 

 

3.2. Jumlah Sampah Masuk ke TPA Sampah Regional 

Perhitungan jumlah sampah yang masuk dari 4 Kab/Kota ke Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) Sampah Regional Payakumbuh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5. Berdasarkan Tabel 2.5 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jumlah total sampah yang masuk ke TPA Sampah Regional Payakumbuh selama 

periode Juli s/d Desember 2021 adalah 41.570 ton. Dari jumlah total sampah tersebut 

yang paling banyak berasal dari Kota Bukittinggi yakni 20.131 ton. Berdasarkan data 

tersebut, maka timbulan jumlah sampah yang masuk ke TPA Sampah Regional 

Payakumbuh rata-rata setiap harinya adalah 228 ton. 

Tabel 3.1. Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA Sampah Regional Payakumbuh pada Periode Juli s/d 

Desember 2021 

 

No 

 

Bulan 

Sumber Sampah  
Jumlah 

(Ton) 

Rata – 

rata 

per 

Hari 

(Ton) 

 
Payakumbuh 

 
Bukittinggi 

Kab. 50 

Kota 

Kab. 

Agam 

1 Juli 2.521 3.686 633 845 7.685 256 

2 Agustus 2.519 3.682 598 831 7.730 257 

3 September 2.425 3.651 619 752 7.447 248 

4 Oktober 2.474 3.598 575 798 7.445 248 

5 November 2.390 3.472 562 797 7.221 240 

6 Desember 1.337 1.042 322 441 4.042 134 

Total 13.666 20.131 3.309 4.464 41.570 228 
Sumber : Laporan RKL-RPL Semester 2 Tahun 2021 TPASR Payakumbuh 
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3.3. Kondisi Sarana dan Prasarana TPA Sampah Regional Payakumbuh 

3.3.1. Fasilitas Dasar 

Fasilitas dasar merupakan fasilitas utama yang harus tersedia demi keberlangsungan 

operasional sebuah TPA. Kondisi fasilitas dasar di TPA Sampah Regional Payakumbuh 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1.1. Jalan Masuk, Gerbang dan Jalan Operasional 

Lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh hanya mempunyai 1 akses jalan masuk yaitu 

dari Jalan Khatib Sulaiman ke arah selatan melalui Jalan Mahoni melewati simpang 

“Kuburan Cino”. Jarak ke TPA dari Jalan Khatib Sulaiman ± 2 km melalui Jalan Mahoni 

Kelurahan Padang Karambia. Saat ini telah dibangun jalan operasional ke lokasi TPA 

Regional, dari pintu gerbang TPA hingga ke area landfill seperti diperlihatkan pada 

Gambar 2.2. Dimensi ruas jalan masuk lokasi TPA adalah sebagai berikut: 

▪ Panjang Jalan  : 1 Km 

▪ Lebar Badan Jalan : 3 Meter 

▪ Lapisan Permukaan : Aspal 

 
Gambar 3.2 Jalan Akses ke Lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh 

 

3.3.1.2. Pos/ Kantor Jaga 

Kantor jaga ini ditempati oleh penjaga dan operator dengan luas bangunan 36 m2. Kantor 

ini dilengkapi dengan prasarana air bersih dan sarana pengolahan limbah domestik 

(septic tank). Kondisi saat ini, kantor jaga TPA Sampah Regional Payakumbuh masih 
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berfungsi dengan baik untuk menjalankan aktifitas keamanan area TPA Regional serta 

pengawasan sampah yang masuk dan keluar dari TPA Sampah Regional Payakumbuh. 

3.3.1.3. Drainase 

Drainase TPA berada di sepanjang jalan operasional TPA, di sebelah kanan dari arah 

jembatan timbang, saluran drainase berbentuk persegi, kondisi sedang. Saluran drainase 

yang ada di sepanjang jalan operasional menampung air limpasan dari area sebelah kanan 

saluran drainase, sehingga air limpasan tidak masuk ke sel sampah dan air hujan yang 

menjadi air lindi adalah air yang jatuh di sel sampah. Air yang berada di dalam drainase 

mengalir secara gravitasi menuju saluran anak air sungai. Kondisi dan bentuk saluran 

drainase dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Drainase TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

3.3.1.4. Pagar Pembatas Area 

Pagar pembatas area lokasi TPA berfungsi untuk mencegah hewan atau ternak memasuki 

lokasi sel-sel sampah dengan bahan besi dan kawat galvanis. Berdasarkan hasil 

pemantauan kondisi pagar pembatas di lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh masih 

dalam kondisi baik. 

 



 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang  

 

Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA Sampah Regional 20 

 

3.3.1.5. Air Bersih 

Sumber air bersih diperoleh dari sumur dalam yang berada di sekitar lokasi. Pada saat ini 

kondisi pompa air dan ketersediaan air bersih di TPA Sampah Regional Payakumbuh 

telah mencukupi. 

 

3.3.2. Fasilitas Perlindungan 

Fasilitas perlindungan lingkungan dimaksudkan untuk mencegah pencemar yang 

bersumber dari TPA seperti gas dan air lindi agar tidak terlepas langsung ke lingkungan. 

Fasilitas perlindungan lingkungan di TPA Sampah Regional Payakumbuh adalah sebagai 

berikut: 

3.3.2.1. Lapisan Kedap Air 

Area landfill terbagi dalam beberapa zona, dari setiap zona terbagi lagi dalam beberapa 

fase. Kemudian dari setiap fase dibuat sel – sel timbunan sampah harian. Luas sel sampah 

TPA Sampah Regional Payakumbuh sebesar 2.5 Ha. Untuk mencegah terjadi pencemaran 

tanah oleh air lindi, tanah terlebih dahulu diberi lapisan geomembran. Saat ini kondisi 

geomembran sudah rusak akibat terjadinya longsor, adapun kondisi geomembran 

sebelum longsor dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Kondisi Lapisan Kedap Air pada TPA Sampah Regional Payakumbuh 
Sebelum Terjadi Longsor 
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3.3.2.2. Instalasi Pengolagan Lindi (IPL) 

Air lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke 

dalam urugan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi 

organik hasil dekomposisi biologis dari sampah. Tujuan pengelolaan air lindi adalah 

untuk menurunkan kadar pencemar air lindi sebelum dilepas ke lingkungan. Air lindi 

yang bersumber dari sel sampah, dialirkan menuju kolam pengumpul. Air di kolam 

pengumpul langsung masuk ke kolam anaerobik sehingga kandungan bahan organik yang 

tinggi yang terdapat pada air lindi dapat terdegradasi dengan sempurna. Air yang berasal 

dari kolam anaerobik selanjutnya masuk ke kolam fakultatif, dan kemudian masuk 

menuju kolam maturasi, sebelum dialirkan masuk ke saluran irigasi sekitar lokasi.  

Kondisi sekarang kolam instalasi pengolahan lindi (IPL) sudah tidak dapat lagi 

difungsikan, hal ini dikarenakan kolam-kolam pengolahan lindi tersebut tertutup sampah 

dari blok landfill yang mengalami longsor. Adapun Kondisi IPL di TPA Sampah Regional 

Payakumbuh dapat di lihat pada Gambar 3.5 berikut : 

 

Gambar 3.5. Kondisi Kolam IPL TPA Sampah Regional Payakumbuh 
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3.3.2.3. Pengolahan Gas 

Pengelolaan gas metan (CH4) dan karbondioksida (CO2) yang dihasilkan dari proses 

dekomposisi pembusukan sampah dilakukan dengan menyalurkannya menggunakan 

pipa ventilasi dengan selubung dan dilapisi kerikil yang terintergasi dengan pipa air lindi 

yang berada di dasar elevasi landfill, namun pada saat ini pipa tersebut sudah tidak 

terlihat lagi akibat terjadinya longsor pada TPA. 

3.3.2.4. Sumur Pantau 

Untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas air tanah dangkal, TPA Sampah Regional 

Payakumbuh menyediakan 2 unit sumur pantau di sekitar lokasi TPA, namum pada saat 

ini lagi posisi dari sumur pantau sudah tidak terlihat lagi akibat terajdinya longsor yang 

menyebabkan tumpukan sampah menutupi sumur pantau. 

3.3.2.5. Zona Penyanga (Buffer Zone) 

TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah dilengkapi dengan kawasan penyangga berupa 

Ruang Terbuka Hijau yang melingkari lokasi TPA Regional Payakumbuh. Selain kawasan 

hijau permanen berbentuk buffer zone itu, disediakan juga kawasan hijau temporer 

dengan tanaman jenis Jatropha Curcas pada setiap jarak pagar yaitu pada celah lokasi 

yang telah dicadangkan sebagai lahan untuk pengurugan. TPA Sampah Regional 

Payakumbuh berada 500 meter dari batas terluar dari TPA. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan 

Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pengelolaan 

sampah LUT atau LUS (Sanitary Landfill/lahan urug saniter) menyatakan bahwa kawasan 

sekitar TPA Sampah merupakan subzona penyangga dan sub zona budidaya terbatas 

ditetapkan dengan radius 500 meter dihitung dari batas terluar subzona penyangga. 

Longsor yang terjadi mengakibatkan sebagian buffer zone TPA Sampah Regional 

Payakumbuh saat ini tertutup tumpukan sampah, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.6 

berikut : 
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Gambar 3.6. Kondisi Buffer Zona Sekitar Area TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

3.3.3. Fasilitas Opersional 

Fasilitas operasional berupa alat berat dan tanah penutup. Kondisi fasilitas operasional di 

TPA Sampah Regional Payakumbuh adalah sebagai berikut: 

3.3.3.1. Alat Berat 

Jumlah kendaraan operasioanal TPA Sampah Regional Payakumbuh saat ini berjumlah 

sebanyak 6 unit, yang terdiri dari : 

1. Excavator 3 (dua) unit merek Caterpillar tipe CAT 320 C dan 313 D serta merek 

Komatsu tipe PC 200 digunakan untuk membuat sel sampah, kondisi saat ini dalam 

keadaan rusak; 

2. Buldozer 3 (tiga) unit merek Caterpillar tipe D5K dan D6G serta merek Komatsu tipe 

D85E-SS untuk perataan sampah; 

3. Truk sampah 2 (dua) unit untuk pemgangkutan tanah penutup. 

Terdapat 4 (empat) jenis alat berat yang dapat beroperasional di lapangan pada saat ini 

yaitu 3 (tiga) unit buldozer dan 1 (satu) unit excavator. Masih terdapat alat berat yang 

masih dalam kondisi rusak yaitu 1 (satu) unit excavator CAT tipe 313 D dan 1 (satu) unit 

excavator Komatsu tipe PC 200. Alat berat yang dimiliki oleh TPA Sampah Regional 

Payakumbuh disajikan pada Gambar 3.7 berikut : 
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 Gambar 3.7. Kendaraan Operasional di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

3.3.3.2. Areal Cadangan Penutup Tanah 

TPA Sampah Regional Payakumbuh memiliki area cadangan tanah penutup yang terletak 

di area TPA. Area cadangan penutup berguna untuk memudahkan pengoperasian 

penutupan sel sampah, maka tanah hasil pemotongan perlu diletakkan pada lokasi 

khusus soil storage yang tidak jauh dari TPA. Material yang dimaksud ditimbun sementara 

di atas sel sampah yang telah ditutup sebelumnya. Areal cadangan penutup tanah dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8. Areal Cadangan Tanah Penutup di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
  

3.3.4. Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang mendukung operasional TPA sehari-hari. Fasilitas penunjang pada 

TPA Sampah Regional Payakumbuh antara lain: 

3.3.4.1. Jembatan Timbang 

TPA Sampah Regional Payakumbuh dilengkapi dengan jembatan timbang untuk 

mengetahui berat sampah yang masuk ke TPA. Kondisi unit timbangan TPA Sampah 

Regional Payakumbuh disajikan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9. Jembatan Timbang di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

Tingkat pengisian dan faktor pemadatan dapat dipantau dari catatan timbangan sampah 

yang masuk. Hasil pemantauan terhadap jembatan timbang, sampai saat ini masih dalam 

kondisi baik dan berfungsi dengan baik. 

3.3.4.2. Garase dan Bengkel 

Garase berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan dan bengkel difungsikan untuk 

pemeliharaan kendaraan yang melakukan aktivitas di TPA Sampah Regional, baik untuk 

kendaraan yang berada di sekitar maupun kendaraan yang membawa sampah dari luar. 

Luas bangunan garase adalah 70 m2 seperti yang disajikan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Garase Kendaraan di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

3.3.4.3. Areal Pemilahan Sampah 

Sampah dipilah pada areal pemilahan sampah menurut jenisnya meliputi sampah organik 

atau anorganik di areal kerja TPA. Saat ini, areal pemilahan sampah di TPA Sampah 

Regional Payakumbuh belum beroperasi. Kegiatan yang akan berlangsung pada waktu 

yang akan datang adalah penyortiran sekaligus pencacahan sebagaimana uraian di bawah 

ini: 

1. Sampah organik mudah membusuk akan dilakukan pengomposan, sedangkan 

sampah yang tidak membusuk ditimbunkan pada sel sampah; 

2. Sampah berupa plastik, kaleng – kemasan bahan aluminium, kaca ataupun karet 

dipisahkan satu sama lain pada areal pemilahan sampah, lalu disimpan sementara 

waktu menggunakan karung atau wadah lain sebelum diserahkan kepada pihak lain. 
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Gambar 3.11. Areal Pemilahan Sampah di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
 

3.3.4.4. Unit Pengomposan Sampah 

TPA Sampah Regional Payakumbuh telah memiliki areal pengomposan limbah organik 

yang dilengkapi dengan peralatan seperti belt conveyor, alat pencacah sampah organik, 

alat pengompos, alat pengayak kompos. Saat ini peralatan pengomposan sampah tersebut 

sudah tidak difungsikan lagi, karena keterbatasan tenaga kerja pada proses 

pengomposan. Maintenance tetap perlu dilakukan agar peralatan tidak rusak walaupun 

sekarang peralatan tersebut tidak digunakan. Jenis peralatan proses pengomposan 

seperti diperlihatkan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12. Belt Conveyor dan Mesin Pencacah di TPA Sampah Regional Payakumbuh 
  

3.3.4.5. Fasilitas Penunjang Lainnya 

TPA Sampah Regional Payakumbuh masih belum melakukan pengolahan sampah yang 

masuk. TPA Sampah Regional Payakumbuh melalui UPTD Persampahan Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan lahan untuk 

pengembangan dan direncanakan akan dibangun TPST untuk menunjang pengolahan 

sampah di areal TPA Sampah Regional Payakumbuh. Siteplan pengembangan TPA 

Sampah Regional Payakumbuh dapat dilihat pada Gambar 3.13 di bawah ini 
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Gambar 3.13. Site Plan Rencana Pengembangan di TPA Sampah Regional Payakumbuh
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BAB IV 

PENDEKATAN DAN METODOLOGI 

4.1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah pendekatan aspek teknis dan 

operasional, pendekatan aspek kelembagaan, pendekatan pada aspek pembiayaan, 

pendekatan pada aspek pengaturan/legal dan pendekatan terhadap partisipasi/peran 

serta masyarakat yang dibagi ke dalam tahapan perencanaan jangka pendek, menengah, 

dan panjang. 

Pendekatan perencanaan didasarkan pada kaidah pengembangan sistem pengelolaan 

sampah terpadu (Integrated Solid Waste Management System) dengan pendekatan 

paradigma baru yaitu minimasi sampah tertimbun di TPA. Master plan atau Rencana 

Induk diharapkan juga akan berintegrasi dengan program terkait maupun program 

kerjasama regional lainnya. 

Konsep dasar pengelolaan sampah kedepannya haruslah mengacu pada daya dukung 

lingkungan dan dapat dilaksanakan secara ekonomis. Untuk itu pengelolaan sampah 

secara umum didasarkan pada prinsip prioritas, yang dapat digambarkan dengan sistem 

hirarki sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 1 Hirarki Pengelolaan Sampah 
  

Prioritas utama adalah mencegah timbulnya sampah, selanjutnya adalah meminimalisasi 

jumlah sampah yang dihasilkan. Penggunaan kembali berarti kita harus mulai 
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menggunakan barang- barang yang dapat digunakan secara berulang, dan menghindari 

penggunaan barang sekali pakai. Alternatif selanjutnya adalah daur ulang yang dapat 

diterapkan pada jenis barang yang digunakan maupun proses pengolahannya. Dalam 

proses pengolahan sampah sebagai salah satu hasilnya adalah energi yang dapat 

dimanfaatkan, sehingga energi yang dibutuhkan untuk pengolahan tidak terbuang 

percuma. Pembuangan akhir merupakan alternatif terakhir dari sistem pengelolaan 

sampah, hal ini berarti jika sampah yang dihasilkan sudah tidak dapat 

dimanfaatkan/didaur ulang dan diolah maka sampah tersebut baru dapat dibuang ke 

TPA. 

Pengurangan jumlah sampah yang masuk ke TPA selain akan memperpanjang life time 

TPA, juga akan meminimalkan kebutuhan lahan TPA dimasa datang dan mengurangi 

biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Hal ini dapat dicapai melalui : 

1. Perbaikan sistem kelembagaan pengelola sampah 

2. Perbaikan sistem pengelolaan dimulai dari sumber sampah sampai ke TPA 

3. Perbaikan sistem retribusi yang akan diterapkan 

4. Perbaikan sistem hukum yang menunjang keberhasilan pengelolaan sampah 

5. Peningkatan aspek peran serta masyarakat, baik secara individual maupun kelompok 

Dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA 

Sampah Regional Payakumbuh, yaitu : 

1. Tahap persiapan : Persiapan 

2. Tahap orientasi lapangan 

3. Tahap survey dan pengumpulan data 

▪ Tinjauan lapangan dan survey primer 

▪ Studi timbulan, komposisi, karakteristik sampah TPA 

▪ Proyeksi dan kapasitas TPA 

▪ Pengumpulan data sekunder 

▪ Pengadaan peta 

4. Tahap analisa : Kajian terhadap penanganan mata air dan air lindi di TPA Regional 

Payakumbuh [asca terjadinya longsor). 

5. Tahap akhir : 

Diskusi draft laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Mata Air Lindi 

di  TPA Sampah Regional Payakumbuh dengan Tim Teknis di lingkungan Dinas  Bina 
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Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan 

perbaikan. 

4.2. Metodologi 

4.2.1. Tahap Persiapan 

Persiapan merupakan tahap konsolidasi dari tim pelaksana dalam melaksanakan 

pekerjaan perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA Sampah Regional 

Payakumbuh dengan menyiapkan dan memobilisasi tenaga ahli dan staf pendukung 

untuk memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyamaan persepsi, menyiapkan dan 

mengumpulkan data, literatur, referensi/studi terdahulu akan dijadikan dasar pemikiran 

kegiatan pekerjaan ini, serta menyiapkan keperluan administrasi keuangan untuk 

pelaksanaan survey lapangan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahapan 

persiapan pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Setelah penandatangan kontrak, maka pelaksanaan pekerjaan (Konsultan) sudah 

mulai melaksanakan konsultasi dengan Pemrakarsa dan pengumpulan data awal 

perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA Sampah Regional 

Payakumbuh. 

2. Setelah mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK), Konsultan 

beserta Direksi akan melakukan tinjauan lapangan atau orientasi lapangan untuk 

mengenal objek studi. 

3. Diskusi tahap persiapan 

Melakukan diskusi antara Direksi dengan pihak Konsultan dalam rangka penyamaan 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan secara rinci dan mendetail sesuai 

dengan KAK. 

4. Menyusun Laporan Pendahuluan 

Laporan ini berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran 

kegiatan, ruang lingkup pekerjaan. Pada metode studi yang memuat tahapan 

pelaksanaan kegiatan, mekanisme pelaksanaan dan analasis data. Sedangkan 

pelaksanaan pekerjaaan terkait dengan organisasi kerja (Timeschedule), susunan 

tenaga ahli yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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4.2.2. Tahap Survey dan Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan keadaan yang sangat penting karena merupakan 

landasan informasi yang akan digunakan pada tahapan pekerjaan selanjutnya. Data yang 

akurat dan lengkap sangat dibutuhkan agar hasil perencanaan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan survey dan pengumpulan data primer dan 

sekunder, konsultan harus berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait di wilayah 

TPA Sampah Regional Payakumbuh. Pada tahap survey dan pengumpulan data ini 

dilakukan beberapa kegiatan yaitu : 

4.2.3.1. Pengumpulan Data Sekunder 

Melakukan pengumpulan data sekunder dari UPTD Persampahan Provinsi Sumatera 

Barat maupun Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat terhadap : 

1. Pada Instansi 

a. Deskripsi kegiatan pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh 

b. Sarana dan prasarana pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh 

c. Sumber daya manusia yang dimiliki pada pengelolaan TPA Sampah Regional 

Payakumbuh 

d. Rincian jumlah sampah yang masuk pada TPA Sampah Regional Payakumbuh 

sejak tahun operasional sampai sekarang 

e. Rincian jumlah daerah sumber sampah dan sumber lain yang sifatnya tentatif 

diluar Pemerintah 

f. Rincian komposisi sampah yang masuk pada TPA Sampah Regional Payakumbuh 

sejak tahun operasional sampai sekarang 

g. Permasalahan atau kendala yang terjadi selama operasional TPA Sampah Regional 

Payakumbuh sampai sekarang 

h. Faktor pendukung operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh sampai 

sekarang 

i. Laporan studi-studi terdahulu yang sudah ada  

2. Studi Literatur 

Menginventarisir dan menelaah terhadap berbagai referensi berupa buku dan hasil 

penelitian berupa jurnal yang terkait dengan penanganan air lindi dan mata air yang 

berada di area blok landfill TPA. 
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4.2.3.2. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan survey langsung di lokasi 

perencanaan. Data-data primer tersebut adalah: 

1. Tinjauan lapangan untuk pengamatan kondisi TPA Sampah Regional Payakumbuh; 

2. Survey pengukuran topografi lahan lokasi TPA; 

Survey pengukuran topografi dilakukan pada lokasi yang telah disetujui agar 

perancangan sarana tersebut dapat tergambar secara baik. Pengukuran topografi 

tersebut dengan perbedaan interval minimum 0,5 meter dengan informasi yang jelas 

tentang: 

▪ Batas –batas tanah 

▪ Slope dan ketinggian 

▪ Sumber –sumber air yang berbatasan 

▪ Jalan penghubung dari jalan umum ke lokasi tersebut. 

Kegiatan pengumpulan data topografi meliputi : 

▪ Pemasangan Patok BM 

▪ Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal (polygon) 

▪ Pengukuran kerangka Dasar Vertikal 

▪ Pengukuran Situasi Detail 

▪ Pengukuran Profil Melintang Lokasi 

▪ Perlengkapan dan Peralatan 

▪ Perhitungan dan Penggambaran 

3. Survey penyelidikan tanah lahan lokasi TPA; 

Survey penyelidikan tanah yang dilaksanakan terdiri dari penyelidikan tanah 

dilapangan dan penyelidikan tanah di laboratorium. Lingkup pekerjaan dalam 

penyelidikan tanah di lapangan dilakukan dengan sebagai berikut : 

▪ Bor Tangan (Hand Bore) dan Pengambilan Contoh Tanah 

▪ Sondir Ringan (DCPT) 

▪ Pengujian Laboratorium 

▪ Hasil Penyelidikan Lapangan 

Pengeboran dilakukan dengan cara manual. Pengeboran dilaksanakan untuk 

mengambil contah tanah asli dan contoh tanah terganggu. Hasil pengambilan contoh 

tanah ini akan diperiksa di laboratorium. Pengambilan contoh tanah asli untuk 
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mendapatkan sifat fisik dan teknis dari tanah. Sedangkan pegambilan contoh tanah 

terganggu untuk mendapatkan jenis dari tanah. Pengukuran muka air tanah 

dilaksanakan dalam lubang bor setelah 24 jam pengeboran selesai dilaksanakan. 

 

4.2.3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain terdiri adalah : 

4.2.3.1. Analisis Kondisi Eksisting 

Analisis kondisi eksisting bertujuan untuk memberi penilaian terhadap sistem 

pengelolaan persampahaneksisting Kota Payakumbuh, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi pengelolaan persampahan dari segi operasional (sarana dan 

prasarana), organisasi/ kelembagaan, lingkungan dan keuangan. 

4.2.3.2. Analisis Kebijakan tekait Persampahan Kota Payakumbuh 

Analisis kebijakan dilakukan untuk mengetahui rencana-rencana pengelolaan 

persampahan di Kota Payakumbuh pasca terjadinya longsor. Rencana-rencana ini dapat 

diketahui melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh dan RDTRK. 

4.2.3.3. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan terkait penanganan mata air dan air lindi di TPA Sampah Regional 

antara lain adalah : 

1. Memproyeksi jumlah penduduk 

Untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan dimasa datang maka perlu 

mengetahui perkiraan jumlah penduduk untuk masa datang. Jumlah penduduk dimasa 

datang dapat diketahui dengan memproyeksikan jumlah penduduk saat ini sampai 

dengan tahun perencanaan. Proyeksi jumlah penduduk dapat dilakukan dengan metode 

geometri, aritmatik dan least square (Al Layla, 1977). 

2. Proyeksi timbulan sampah 

Proyeksi timbulan sampah dibedakan atas sampah domestik dan sampah non domestik. 

Proyeksi ini dapat didasarkan pada jumlah timbulan sampah serta didasarkan daerah dan 

tingkat pelayanan. Proyeksi timbulan sampah dapat dilakukan melalui pendekatan 

berikut ini. 

a. Menggunakan data timbulan sampah yang ada (didasarkan pada data laporan 

periodik UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan 

data hasil survey timbulan dan karekteristik timbulan sampah) 
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b. Menggunakan standar spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang 

di Indonesia seperti pada tabel berikut. 

No Klasifikasi Kota 
Volume 

(liter/orang/hari) 

Berat 

(kg/orang/hari) 

1 
2 

Kota sedang 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

Kota kecil 2,5 – 2,75 0,625 – 0,70 

Sumber : Standar Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan sedang di Indonesia Dept. PU. LPMB Bandung, 1993 

 

4.2.3.4. Analisis Kondisi Tanah Lokasi Rencana Penanganan Air Lindi 

Analisis kondisi tanah lokasi rencana penanganan air lindi dan mata air dilakukan 

berdasarkan data penyelidikan tanah yang dilakukan dan akan diberikan arahan untuk 

perencanaan penanganan tersebut. 

 

4.2.4. Perencanaan Detail Teknis Penanganan Mata Air dan Air Lindi 

Dalam perencanaan pipa pengumpul lindi dibagi menjadi dua yaitu pipa pengumpul lindi 

primer dan sekunder. Untuk pipa pengumpul lindi sekunder akan mengumpulkan lindi 

yang dihasilkan tiap sel yang kemudian dialirkan menuju pipa pengumpul lindi primer. 

Pipa pengumpul lindi sekunder berupa pipa HDPE dengan perforasi di sepanjang pipa. 

Slope pipa pengumpul lindi direncanakan 0,5 persen. Rencana peletakan pipa lindi dalam 

landfill dapat dilihat pada Gambar 4.2 sampai dengan Gambar 4.3. 
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Gambar 4. 2. Sistem Penyaluran Lindi dengan Perbedaan Kemiringan  
(Sumber : Xian, 2002) 

 

Gambar 4. 3. Potongan Melintang Lapisan Pendukung Ideal pada Pipa Pengumpul Lindi 
(Sumber : Pestana, 2005) 
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Gambar 4. 4. Potongan Memanjang Lapisan Pendukung Ideal pada Pipa Pengumpul 
Lindi  

(Sumber : Pestana, 2005) 

 

4.1.4.1. Karakteristik Air Lindi 

Air lindi yang dihasilkan dari pembuangan akhir sampah domestik pada sistem sanitary 

landfill mengandung zat organik dengan konsentrasi yang tinggi, terutama untuk 

timbunan yang masih baru. Konsentrasi COD air lindi pada  sistem sanitary landfill yang 

baru dioperasikan berkisar antara 20.0000-50.000 mg/liter, namun setelah 1 tahun 

pengoperasian kosentrasi COD akan relatif stabil antara 2.500-5.000 mg/liter 

(Damanhuri, 1993). Sedangkan konsentrasi BOD air lindi 100 kali lebih kuat dari pada 

konsentrasi BOD pada air limbah dengan BOD lebih besar dari 20.000 mg/liter (Patrick 

,1976). 
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Tabel 4.1. Komposisi Lindi 
 
 
No 

 
 

Parameter 

Nilai (mg/liter) 

Sanitari landfill 
(< 2 Tahun) 

Kelembapan 
Landfill 

Rentang Tipikal (< 10 
tahun) 

1 BOD5 2.000-
30.000 

10.000 100-200 

2 TOC 1.5000-
20.000 

6.000 80-160 

3 COD 3.000-
60.000 

18.000 100-500 

4 TSS 200-2.000 500 100-400 
5 Organic Nitrogen 10-800 200 80-120 
6 Amonia Nitrogen 10-800 200 20-40 
7 Nitrate Mei-40 25 05-Okt 
8 Total phosphorus 5-100 30 05-Okt 
9 Ortho phosphorus Apr-80 20 04-Agust 

10 Alkalinity sbg 
CaCO3 

1.000-
10.000 

3.000 200-1.000 

11 pH 4.5-7.5 6 6.6-7.5 
12 Total hardness

 sbg 
300-10.000 3.500 200-500 

 CaCO3    
13 Calsium 200-3.000 1.000 100-400 
14 Magnesium 500-1.500 250 50-200 
15 Potassium 200-1.000 300 50-400 
16 Sodium 200-1.000 500 100-200 
17 Chloride 200-2.500 500 100-400 
18 Sulfate 200-3.000 300 20-50 
19 Total Iron 50-1.200 60 20-200 

Sumber : Tchobanoglous. Integrated Solid Waste Management, 1993 

 

Kualitas lindi sangat dipengaruhi oleh : 

a. Variasi dan proporsi komponen sampah yang di timbun; 

b. Curah hujan dan musim; 

c. Umur timbunan; 

d. Pola operasional; 

e. Temperatur; 

f. Kelembapan; 

g. Infiltrasi air tanah; 

h. Jenis tanah penutup; 

i. Tahap dekomposisi; 

j. Kedalaman TPA. 
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Rencana pipa yang digunakan untuk pipa pengumpul lindi sekunder: 

a. Dipasang melintang di tengah zona penimbunan 

b. Slope pipa pengumpul yang digunakan 0,5% 

c. Jarak antara pipa direncanakan 20 m – 40 m (Tchobanoglous,1993) 

d. Jarak antara pipa pengumpul lindi 50 – 400 ft atau sekitar 15 – 120 m 

e. Dimensi pengumpul lindi sekunder yang digunakan 4 inchi (Tchobanoglous,1993) 

f. Desain pipa pengumpul lindi dengan perforasi ¼ dari diameter pipa (1 inchi . 2,54 

cm) 

g. Arah aliran pipa pengumpul sekunder menuju pipa pengumpul primer 

Untuk pipa primer dihitung berdasarkan debit lindi terbesar yang harus dialirkan. 

Perhitungan dimensi pipa harus sesuai dengan syarat pengaliran yang harus diperhatikan 

(Ellina dkk, 2002): 

a. Sedapat mungkin secara gravitasi 

b. Harus tiba secepatnya, dapat dihitung dengan persamaan Manning, sebagaimana 

drainase air hujan 

c. Kecepatan pengaliran berkisar antara 0,5 – 3,0 m/det 

d. Kedalaman air dalam saluran harus memenuhi syarat pada saat debit minimum yaitu 

d/D min=0,6 

e. Dimana d = tinggi air dan D = diameter pipa 

f. Pipa saluran lindi yang digunakan adalah pipa HDPE 

Pada dasarnya seluruh potensi terjadinya air lindi (leachate) di lahan TPA akan dialirkan 

ke fasilitas pengolahan leachate. Leachate yang terjadi direncanakan dapat mengalir 

secara gravitasi ke fasilitas pengolahan leachate. Bila konsentrasi BOD5 dari effluent 

kolam maturasi masih lebih besar dari baku mutu air limbah (100 mg/lt), effluent tersebut 

harus di resirkulasi (dengan pompa) kembali ke zone penimbunan sampah dengan cara 

di semprotkan ke permukaan timbunan atau dimasukkan ke dalam timbunan melalui 

pipa casing dari pipa ventilasi gas. 

Unit pengolahan leachate yang direncanakan untuk rencana TPA secara umum yaitu : 

1. Kolam anaerobik 
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Kolam anaerobik ini ditempatkan pada awal pengolahan karena kolam ini sangat 

ideal untuk menerima beban organik yang cukup tinggi. Pada kolam ini konsentrasi 

BOD leachate akan menurun karena proses penguraian secara anaerobik 

2. Kolam fakultatif 

Proses yang terjadi pada kolam fakultatif adalah proses anaerob dan proses aerob. 

Proses anaerob terjadi pada dasar kolam dimana dengan bantuan bakteri, leachate 

akan diuraikan menjadi gas metan, gas CO2 dan gas NH3. Pada permukaan kolam 

terjadi proses aerobik. Dimana pada permukaan lahan terjadi proses fotosintesis oleh 

algae yang menghasilkan oksigen. Oksigen yang terbentuk akan digunakan oleh 

bakteri untuk menguraikan leachate. 

3. Kolam maturasi 

Kolam maturasi berfungsi sebagai berikut : 

▪ Menjamin bahwa proses perbaikan kualitas eflent akan berjalan lebih baik 

▪ Mengurangi/ menghilangkan mikroorganisme pathogen dan nutrien 

4. Resirkulasi leachate 

Bangunan ini berfungsi untuk mengalirkan effluent kolam maturasi kembali ke 

timbunan sampah. Untuk resirkulasi digunakan pompa portable (sentrifugal untuk 

air limbah tipe non clogging). Perpompaan resirkulasi ini dilakukan pada waktu 

tertentu jika kualitas BOD5 effluent lebih besar dari baku mutu air buangan ( standar 

BOD5 ≤ 100 mg/lt) dan/atau debit leachate melebihi kapasitas desain instalasi 

pengolahan leachate. 

5. Biofilter 

Biofilter berfungsi menyaring effluent sebelum dibuang ke badan air penerima, dan 

terdiri dari : 

▪ Lapisan tanah; 

▪ Media berbutir; 

▪ Top soil. 

Tabel 4.2. Kedalaman dan Waktu Detensi Kolam Pengolahan Lindi 
No Kriteria Anaerob Fakultatif Maturasi 

1 Kedalaman 2-4 m 1-1,5 m 1-1,5 m 

2 Waktu detensi 5 hari > 5 hari 7 hari 

Sumber : Mara, D, 1978 
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Rencana instalasi pegolahan leachate dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.5. Diagram Instalasi Pengolahan Leachate 
 

Keterangaan: 

1. 1.Bak pengumpul,  

2. Kolam Anaerobic,  

3. Kolam Fakultatif, 

4. 4.Kolam Maturasi, 5. Biofilter. 

 

Pipa outfall dari pipa penyalur leachate minimal 15 cm di atas muka air di bak pengumpul 

untuk memungkinkan udara masuk dan mengalir ke timbunan sampah sehingga 

memungkinkan mikro organisme yang memerlukan oksigen ikut berperan dalam 

penguraian sampah organik yang akan mempercepat proses dekomposisi sampah (TPA 

sebagai TPA Semi Aerobik Sanitary Landfill). 

Pada landfill, ada 2 (dua) fase operasi yang masing – masing mempunyai prediksi volume 

leachate, yaitu : 

a. Saat operasi berjalan : pada fase ini ada beberapa bagian tumpukan sampah tanpa 

tanah penutup (soil cover) yang dapat menaikkan kecepatan infiltrasi. 

b. Saat telah ditutupi tanah penutup : pada fase ini diasumsikan bahwa semua 

tumpukan sampah sudah ditutup dengan intermediate soil cover. Fase ini akan lebih 

lama dibanding fase saat operasi berjalan. 
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BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENUGASAN TENAGA AHLI 

5.1. Rencana Kerja 

Rencana Kerja yang disusun ini merupakan penjabaran terhadap lingkup kerja konsultan 

dalam pelaksanaan perencanaan, Rencana Kerja ini bersifat tentatif, tidak menutup 

kemungkinan adanya penyesuaian atau perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi 

aktual yang ditemui selama pelaksanaan pekerjaan. Rencana kerja yang lebih mendetail 

akan diajukan konsultan setelah terbitnya SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja, dimana 

pada saat itu konsultan sudah mendapatkan data-data awal yang lebih lengkap, sehingga 

dapat disusun rencana kerja yang lebih terperinci. 

Dalam melaksanakan tugas proyek, Konsultan akan selalu mengacu kepada Dokumen 

Kontrak maupun KAK Konsultan. Pokok–pokok pengendalian, baik yang menyangkut 

mutu, waktu, biaya serta administrasi proyek akan selalu diukur menurut tolok ukur atau 

persyaratan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Penyusunan program kerja 

konsultan dan penugasan personil dilakukan dengan mengacu kepada usaha untuk 

mendapatkan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. 

 

5.2. Penugasan Personil 

Penugasan personil tenaga ahli, asisten tenaga ahli, tenaga teknisi dan tenaga pendukung  

akan diatur dan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan 

disiplin ilmu dan tugas masing-masing seperti dibahas dalam tugas dan tanggungjawab 

tenaga Ahli dan asisten tenaga ahli. Untuk ketepatan waktu serta terjaminnya kulitas dan 

kuantitas dari pekerjaan ini tenaga ahli dibantu oleh beberapa tenaga Pendukung yang 

tugasnya disesuikan dengan keterampilan masing-masing tenaga. Adapun personil 

beserta kualifikasi dan tugas tanggungjawabnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.1. Tugas Tanggungjawab Tenaga Ahli 
No Posisi Kualifikasi 

A. Tenaga Ahli  

1 Ahli Teknik Sipil, (Team 

Leader) 

• Bertanggung jawab untuk melaksanakan 

koordinasi antara Tim Konsultan dengan 

Penggunan Jasa (Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat) serta 
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No Posisi Kualifikasi 

pihak-pihak lain yang terkait dalam penyusunan 

materi selama kegiatan berlangsung. 

• Bertanggung jawab untuk merencanakan / 

mengelola seluruh kegiatan bersama tim konsultan 

guna tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana 

yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja 

baik dari waktu, kualitas maupun kuantitas. 

• Bertanggung jawab atas pengendalian personil Tim 

Konsultan yang terlibat dalam kegiatan ini, 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target 

yang ditetapkan. 

• Bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan 

hasil pekerjaan setiap personil dan melaporkannya 

pada pengguna jasa. 

• Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

penyusunan DED SPAM Regional terutama dalam 

hal kualitas dokumen mencakup perhitungan teknis 

perencanaan SPAM sesuai dengan ruang lingkup. 

• Mengkoordinasikan kegiatan pembahasanan untuk 

memastikan tercapainya validitas dokumen yang 

disusun. 

 

2 Ahli Teknik Lingkungan • Membuat kajian hasil indentifikasi Penyusunan 

DED. 

• Membantu Ketua Tim dalam merencanakan 

Penyusunan DED. 

• Membantu Ketua Tim menyusun jadwal 

pelaksanaan dan pembiayaan dan TKDN. 

3 Ahli K3 Konstruksi • Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang 

menyangkut aspek 

• Keselamatan dan Kesehatan Kerja Selama 

Pekerjaan 

• Memastikan ketersediaan alat Pelindung Diri 

• Memantau pengaplikasian K3 selama proses 

pengukuran di lapangan 

• Memantau pengaplikasian K3 Selama proses 

pengambilan Sampel Air 

• Menyusun laporan terkait aspek K3 
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BAB VI 

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

Rencana Jadwal pelaksaan serta jawdal penugasan tenaga ahli untuk pekerjaan  

Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

Tabel 6.2. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli 

  

No 

 
Uraian Pekerjaan 

 Waktu Pelaksanaan  

Ket I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pek. Persiapan         

2 Survey & Pengukuran        

3 Analisis Data        

4 Penyusunan laporan 
      

 

 

A Laporan RMK        

B Laporan Pendahuluan        

C Laporan Antara        

d Laporan Akhir        

No 

 
Uraian Pekerjaan 

 Waktu Pelaksanaan  

Ket 
I II III IV  V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Team Leader         

2 Ahli Sipil        

3 Ahli K3        

 Administrasi Keuangan        

 Operator CAD        

3 Surveyor        
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BAB VII 

PELAPORAN 

Sistem pelaporan yang akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada 

prinsip–prinsip sebagai berikut : 

▪ Informatif 

▪ Menggunakan form pelaporan yang sederhana dan mudah dimengerti. 

Jenis dan macam pelaporan yang dibuat pada prinsipnya bertujuan untuk dapat 

memberikan informasi yang lengkap mengenai jalannya pelaksanaan kegiatan. 

 


